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SALINAN

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 35 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SITUBONDO,

: bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor .......
Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Aanggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Situbondo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2010 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2010.

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Tahun 1950, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah  dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun

1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3988);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 206,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah ~ Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan
Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah
Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 38);

Peraturan Pemerintan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4540);
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 11);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2005 Seri A Nomor 01) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun
2005 Seri A Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri A Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo (Lembaran
Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo,
Seri E Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo, Seri E Nomor 3);



Menetapkan :

36. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2010 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 04 Tahun 2010 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2010.

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2010 terdiri atas :
1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah : Rp. 46.579.946.273,78

b. Dana Perimbangan : Rp.535.931.914.989,00

c. Lain-lain Pendapatan yang sah : Rp. 98.365.014.773,00

Jumlah Pendapatan : Rp. 680.876.876.035,78

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 414.991.869.299,00
2) Belanja Bunga Rp. 12.170.530,28
3) Belanja Hibah Rp. 40.800.934.077,00
4) Belanja Bantuan Sosial Rp. 12.380.751.977,00
5) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 19.273.967.400,00
6) Belanja Tidak Terduga Rp. 495.541.374,40

Jumlah Rp. 487.955.234.657,68

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 30.031.912.439,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 85.816.329.434,36
3) Belanja Modal Rp. 85.925.600.152,87

Jumlah Belanja Langsung Rp.201.773.842.026,23

Jumlah Belanja Rp 689.729.076.683,91
Surplus/(Defisit) Rp (8.852.200.648,13)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp 125.223.172.540,87
b. Pengeluaran Rp  3.813.440.500,16 Jumlah
Pembiayaan neto Rp 121.409.732.040,71
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 112.557.531.392,58

Tahun Berkenaan



Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
tercantum dalam Lampiran | Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
tercantum dalam Lampiran 11 Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 6
Peraturan Bupati Situbondo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 25 Agustus 2011

BUPATI SITUBONDO,

ttd

H. DADANG WIGIARTO, S.H

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 25 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd

—ANNA USUM . S.H.,M.Si
N Beinbina (IV/a)
G 19831221 200604 2 009

//

Drs. HADI WIJONO, S.T., M.M J
Pembina Utama Muda
Nip. 19541010 197603 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NOMOR 35



